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PRBSIDEN REPUBLIK INDONESIA

; Menimbdng : a. bahwa dalam useha untuk mer ghilanglmn praktek-praktek yang
' dilakukan oleh olmum-oknum dalam aparatur Pemerintah yang
tidak berdasarkan peraturan sepexti ‘pungutan liar- dalam berba-
 gai hennﬁmya dan untuk memp.,rbaikl serta menmgkatkan daya-
. guna dan hasil-guna aparamr Pemerintah, diperlukan adanya
' langkah~]angkah penerti.ban secara menyeluruh dan terus méne-
SRS ‘_ﬂ_: . Tusdi dalam tubuh apavatur Pemerintah ; '
&

w74 "’/

ThE b. hahwa agar pelaksanaan peneruban tersebut dapat mencapai
hasil yang sebesar-hesarnya, dipandang perlu untuk- memheri~
“kan petunjuk sebagai pedoman pelaksanaannya H ]

 Mengingat - 1. Pasal 4 ayat P Undang-Undang Dasar 1945 :

2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan |
Tinda.k Pidana. Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor
-19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958) ;

3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poknk Kepe-
gawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor S5, Tambahan L
Lembaran Negara Nomor 3041); . - |

4. Kep.nusan Presifen Nomor 9 Tahun 1974 1 uentang Pokok—poknk K
Organisasi dan Prosedur Komando Operam Femulihan Keamanan
"dan Ketertiban

MENGINSTRUKSIKAN Cem ..... "
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MENGINSTRUKSIKAN

Kepada ~:1, Para , Menteri Kabinet: Permibangunan 11 ;
2. Para Pimpinan wmbaga Pemner intah Non. Demrtemen 5
3. Para Pimpinan Sekretarzat Lembaga Ternnggl/T inggl
Negara ; .
4, Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan
| Ketertiban,
Untuk : | S - |
PERTAMA : Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan“penertiban ke-
dalam tubuh aparatur di dalam lingkungannya secara terus-
menerus dan menyelurub. ‘ -

KEDUA . Mengambﬂ tmdakan admmlstramf dan tindakan hukum terha~
g dap mereka yang | melakm(an perbuatan dan tmdakan yang me- .

langgar peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ke-
- bijaksansan Pemeriatah yang ada. '

KETIGA - : Memperhatikan dan mempergunakan petunjuk-petunjuk pelak-
| _ sapaan sebagai tersebut dalam Lampiran Instruksi Presiden -
o ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penertiban,
KEEMPAT : Untuk memperlancar dan rﬁehgefektifkan pélaksanaan pener-
" tiban mldm:gaskan kepada :

1, Menterl Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk meng-
kordinir pelaksanaannya,

% S 2. KASKOPKAMI‘IB untuk membanm Departemen/unﬂ)agq
* - pelaksanaannya secara operasionil apabila deerlukan.

KELIMA  : vevvunnn. .



KILAMA .« Insiruksi Presiden ini owilai berlaky pada tanggal ditetapkin.

Ditetapkan di Jakarta
. pada tanggal 5 September 1977
PRESLIDEN REPUBLIK INDONES LA,

t‘t'(.'i.‘
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Disalin sesuai aslinya oich
SEKRETARIAT KABINET Rl |




. LAMPIRAN
INSTRUKSK PRES}DBN REPUBLIK INDGNESIA
NOMOR 9 TAHUN 1977 '
TANGGAL 5 September 1977. ' .
L TU]UAN :
Tujuan penert:.ban adalah :
1 Meningkatkan dayaguna dan hasil guna serta menmgkarkan kewibawaan

aparazur Pemermtah dan mengikis habis praktek- praktek penyeleweng~
an dalam semua .benmk dan perWuJudannya

2. Menegakkan ‘dan meningkai:‘can kesadaran nasional dan disiplin naslonal
baik aparatur Pemerintah matpun masyayakat dalam rangka ketahanan

| . nasional.
1. RUANG LINGKUP :
'Ruang lingkup penertiban mehputx K

1. Penertiban di bidang sistim orgamsasi dan administrasi
a. - Struktur Organisasi; |
_ b.” Personalia, dan
. c. Tarakerja/lak'sanm I
2. Penertiban di bidang operasioml
Ya.itu peneruban terhadep penyxmpangampenylmpangan pelaksanaan k-
gas di lapangan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
Penyimpangan-penyxmpangan/penyelewengan antara lain dalam bentuk p
. ngugan Har, komersialisasi Jabazan, pembo.rosan keuangan negara, dan
lainsebagainya.‘ | L o -
Bebeyapa cozmh tentang bentuk penyelewengan tersebut antara lam

a. ’Ptmgm;an gtas gaﬁh /ponsiun Begawal Negen oleh oknum instansi

_yang bersangkutan ;
b, Pungutan atas peﬂgangkas:an Pegawau Neg,en oleh 1nstans1 yang ber-

:sanghz:an;

Cq legl.ltan LI I IR RO R
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- Pl.m.gdtkm ains Blaya-biaye porjalanan pegawal ol okathie estig i

yang bex CsaR ;,kumn ;

d, Pungutan oleh oknwn=ckatin sastanst atay penmibalivn Departeaen/

instansi, sehivgya memnnukatho Rarga di haar kewajiean {latam

hal tender misilny)

Ll Ptmgutan Atils [we I‘}bk v a.‘u Lo eiy 850 p,tl.l IVATIRE sum 1Zin -'jug,;nm:,-

izin banguuat, izin kerja, paejor daid sebagniingyg oluie Gkt ins-
tanrsi ydr.g: ber "mnb!\u{ o dadan al mekikakan ml;xy.‘m;m ku;xulu
masyarakat dan hal-hal scvacnm ind cejadi di Tampiy setbp ins-

tansi yaoy mcngeloarkay poriran-porizioan terschut ;

Pungutan-puugutan olel ornanr-okamn KPN Jtas peaglangm SEO

untuk belanja rutin l'n.:m;n::x bolanja pembangunan ;

. V’Urngutan—puny,utan yanb i ]..dn dalam premasukan buarady, kKhusas-

nya di Bea & Cukai;

i, Pungutan- pung,utan yaag toejadi dalam hal pa:uymum pajak, sching

. ga besdrnya prjak yan' nitsuk ke T\cbam relatit keeil dibawdingkar

A

yang masuk ke okoum pbth\,u.; pa_mh yang bersangkutan ;
Pungutan-pungucan resmi yany, tidak Jdidasarkan atas peranman
peruudang -andangan yang sah balk Ji Departemen maupun di
Pcmermta.h D, emi ; dag '

Pungut an- mnputan ya n;, Lerhubungan dengan pmnburmn krc,d;t oleh

pc-:rbd_uka.n yatig _bmmu.yqdmc,l‘ss.lt 'wang hangus”™

RSN ‘§ANAA‘\‘ :

Langkab penertibon apavatay -%u[uyn Lhtlm.,kdll\.ln dalam lmnkumﬂan

liw sing - masing I)Gpd‘rtc.nu noGtal Lemh)-.m, baik aparatur pener in-

C(I

W

an di Dusar, J(zautux LSl riatahan di dacrah-dacrvah dan aparatur

ceekCROIHUN neglra,

2, Depastamen so.vlaeos



2, l}epértemeﬁ-departemeﬁ danlembéga-lembaga se'.xpaya' Jebih menginten-
sifkan pelaksanaan pengawasan dan pengecekan ke dalam, S
Para Menteri, Sekrewxs Jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur

Jenderal, serta para Pimpinan Lembaga, harus mengambﬂ tindakan tegas
dan cepat apabila texrjadi penyglewengan atau mehhat. gejala penyeleweng-~
an di dalags linglmngannya. Dalam hal diperlukan tindakan administratip
atau tindakan mm, hal itu harus secepatnya dilakukan. Sorotan masyara-

| kat melaiui mss media supaya digunakdn untuk dajadlkan bahan pen;,ecekan

. 3. Bilamana perlu Anspﬁh:ur }enderal atas nama Menten yaug bersangkutan

o ~dapat mengambil tindokan korektif di lapaugan terhadap penyimpangan-
penyunpangan pelaksanaan tugas oleh aparat Depurtemen yang bersang-
‘kutan dan segera melaporkan kc.zmmsannya tersebut kepada Menterinya.

4. Pimpinan Instansi yang diawasi hendaknya memberikan bantuan pada pe-
laksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh spekour k:nc.eml atau
. Inswansi Pengawasan lamnya, bepertx Direktorat Jenderal Pengawasan
Keuangan Departeméen Keuangan,

_ 5, Pengawasan yang dilakukan oiéh atasan ataupun instansi pengawas hendak-
nya tidakhanyé berdasarkan formalitas saja (yaitu kelengkapan laporan
séja) tapi harus lebib dipehtingkan adanya pengawasan materiil dengan |

. memeriksa keadaan sesungguhnya. ‘

6. Apabila dalam pﬂiaksanaan pénga wasan ter sebut ternyata terdapat bukti-
bukti adanya pelanggaran hukum pidana, maka harus segera dilaporkan
kepada alat-alat penegak bukum yang berwenang (polisi atau jaksa).

7. Guna memperlancar ... ...



7. Guna mun;x,rlam. ar a senwa, KASKOUKANM B bertuwias aw it
- Departernen dan i,ﬁ,mbaga ~lembaga vatuk mecgadakan p&n;:r;:imn e
cara opexasionil, sedanglan Meotori Negara fehertsnt Lovatur Bo-

gara bertugas untuk mengkoordinir poliksaman dard instruaksi o,

8. Mcmcrl Pimpinan Lembuaga agar mela xxrkuu ¥rlakanian e
£ ag | ] f

ini kepada Presiden secara berk. eL., pada tiap skhiy Lulan,



